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1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024.

B. Imbauan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan
Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan
tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam
melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses
Pemilihan;

2. Bahwa dalam banyak kasus di beberapa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
persoalan terkait hasil tes kesehatan, menyisakan persoalan serius karena adanya
perbedaan persepsi yang dilakukan komisioner KPU dalam menyimpulkan hasil
tes kesehatan. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Tahun 2010 yang
berakibat demo anarkhis, membakar beberapa fasilitas pemerintah adalah contoh
nyata kerena adanya salah satu pasangan yang tidak diloloskan oleh KPU
Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan persoalan hasil tes kesehatan;

3. Bahwa mendasari pasal 110 PKPU nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah
menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan; sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b
angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon.

(3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan
kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

Pasangan Calon.

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:



a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan

b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.

(5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) bersifat final.

4. Bawaslu Mojokerto juga menghimbau kepada semua tim dokter yang sedang
ditugaskan agar bekerja profesional, memperhatikan kode etik serta tidak ada
diskriminatif perlakuan terhadap semua Pasangan Calon yang akan dilakukan

pemeriksaan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Ketua

Dody Faizal, SH
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1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip
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